
Ekstradisi Maria Lumowa Pembobol Bank BNI 1946 di Tengah Pandemi COVID -19 
Maria Pauline Lumowa (:\.'IPL) salnh 

satu tersangka pembobolan Bank BNI 
1946 Kebayoran Baru Jakarta lewat Letter 
of credit (LC) fil..1:if, pada tanggal 7 Juli 
2020 bcrhasil di ekstradisi dari Serbia ke 
Indonesia. Keberhasilan ini menimbul­
kan banyak persoaJan baik dari tataran 
normath"e maupun faktual. Dari tataran 
faktual keberhasilan ini merupakan suatu 
prestasi yangpantas dlapresiasi mengingat 
1\1PLadaiah buronan internasional selama 
17 tahun. Sedangkan dari s isi norma tive 
benarkah ekstradisi ini dilakukan meski­
pun Indonesia belum mempunya i pe r­
janjian e kstradisi dengan Se rbia.M elihat 
kebelakang M PL dan Adrian Waworuntu 
(AW) adaJah pemiJik PT G ramarindo 
yang menerlma pinjaman tlari Bank BNI 
1946 sebesar 136 juta do Jar AS, a tau se­
tara Rp 1,7 triliun (kurs saat itu) , periode 
Oktober :t002- Oktober 2003. Pada Juni 
2003 BNl merasa curiga dan menduga 
adanya L/ C fiktif . BNl mclaporkan ke 
Mabes Polri namun MPL mclarikan diri 
ke Singapura sebelum ditetapka n scbagai 
tersangka. 

MP L ditangkap oleh otoritas keamanan 
S erbia di Bandara lnternasional N iko la 
Tesla di Beograd pad a 16 J uli 2019 karen a 
adanya red notice Interpol terbitan 22 
Desember 2003. Setelah ditangkap, Pe-

Oleh : Dr. Atik Krustiyatl, S.H., MS 
merintah Indonesia melayangkan surat 
ekstradisi tcrhadap l\1PL. Dirjen AHU 
langsungmengirim suratpada3l Juli 2019. 
Untuk pereepatan ekstradisi, Diljen AHU 
menu! is lagi pada 3 September 2019. Jika 
melewati 15 Juli 2020 masa penahanan 
akan herakhir dan ML dapat dibebaskan 
sehingga perlu langkah high diplomacy. 
Atas kaburnya M PL ke Singapura tahun 
2003 dan pergi ke De Ianda , pemerintah 
Indonesia sudah melakukan beberapa 
la ngkah . Dimulai dengan Ditjen AHU 
melakukan pengiriman surat ekslradis i 
pada 20 Desember2003, kemudian me­
pcrpanjang Jagi tahun 2010, 2014 agar 
mengirimkan MPL ke Indonesia untuk 
diadili . Perlu diketahui MPL menjadi 
warga negara Beland a sejak tahun 1979. 
Pe rmohonan ini ditolak o leh Pemerin­
tah Belanda dengan alasan tidak ada 
pcrjanjian ekstradisi, dan bahkan 
diberikan opsijika MPL akan diadili d i 
Bclanda, Namun ekstradi si mengala mi 
jala n buntu. 

Ekstradisi adalah penyerahan seorang 
te rsangka dari negara yang meminta 
pe nyerahan (requesting state) kcpada 
negara yang diminta untuk menyerahkan 
(requested stale). Untuk maksud ini nega­
ra- negara membuat perjanjian ekstradisi 
yang biasanya dilampiri dengan sejumlah 

daftar kcjahatan yang dapat dimintakan 
ekstradis i. De ngan adanya pe rjanjian 
ekstradisi ini diharapkan t idak akan ada 
pelaku yang lolos dari hukuman, dan neg­
arayangdiminta untuk melakukan penyer­
ahan pasti akan melakukan penyerahan 
pelaku kejahat.an agar tidak timbul kesan 
bahwa negaranya sebagai tempat untuk 

bersembunyi para pelaku kejahatan. 
Dalam perjanjian ekstradisi dikcnal 

beberapa asas ant.ara lain asas double crim­
inality principle artinya yang dimintakan 
ekstradisi harus mcrupakan kejahatan 
baik di ncgara yang memint.a maupun di 
negara yang dirninta. Berikutnya adalah 
asaskekhususan (.5pedficprindple), artinya 

)"ang dapat dimint.akan ekstradisi hanyalah 
satu kejahatan tertentu saja, asas non ex­
trodiclion of political criminal, artinya tidak 
mengckstradisi pelaln1 kejahata n politik, 
asas non exlrodition of notion, asas ini men­
gandunF( maksud untuk tidak menyerahkan 
\varg:J nC!-(aranyasendiri.Asas ini mcrupakan 
bcntuk perlindungan negara terhadap warga 
negaranya Belikutnya adalah asas non bis in 
idemartinyajikapelaku ekstradisi itu sudal1 
diadili maka pcrmintaan ekstradisi hanas 
ditolak, karen a seseorang t idak dapatruadili 
dua kali untuk perkarayangsama. Terakhir 
adalah asas verjaring at.au kadaluarsa, dalam 
hal ini seseorangtidakdapaldimintakanck­
stradisi apabila kcjahatan yang dimintakan 
ekstradisi itu suclah kadaluarsa mcnurut 
hukum salah satu pihak. 

Sckarang persoalannya penolakan 
Bclanda terhadap permintaan ekstradis i 
MPL oleh Indonesia dari tat:aran norma­
tive bisa dibenarkan, kare na tidak ada 
perjanjian ckstradisi an tara kedua negara. 
Lalu mengapa Serbia mcngabulkan per­
mintaan ekstradisi terhadap kasus M PL 
meskipun tidak ada perjanjian ckstradisi 
an tara kcdua Negara? Ada beberapa alasan 
pertama adalah faktor historis ,sejak Ser­
bia masih bcrnama Yugos lavia, hubungan 
I ndoncsia dengan Serbia san gat ham10nis 
( lr. Soekarno sebagai Presiden RI saat 

itu). Kedua sebagai negarayangberdaulat 
Serbia dapat berbuat apa saja scsuaj den­
gan tatanan yang ada serta menjalankan 
political will nega ra tersebut. Selama ini 
t.erjalin hubungan baik antara Indonesia 
dan Serbia baik dari aspck diplomasi 
( high level negotiation) dcngan i\kntcri 
Kehakiman dan Presiden Serbia . dalam 
bidang hukum. dan pcrsahabatan. 

Alasan ketiga adalah prinsip resipros­
itas a tau prinsip timbal balik )~angdikcnal 
dalam hubungan intcm asional. PTinsip inl 
mcrupakangeneralprinciplerrrognizedby 
civilized nations (prin ip pri.nsip hukum 
umum yang diakui olch bangsa bang a 
bcradab. Dalam kaitan ini pada tahun 20L5 
Indonesia .pernah menycrahkan ~ Lkolo 
llicv ke Pemerintah Serbia atas pencurian 
data nasabah. Selain ilu Serbia tcntunva 
juga lidak mau dianggap ebagai nega.ra 
yang md indungi para pelaku kejahatan 
dengan tidak mcnycrahkan ~1PL untuk 
segcra diadili di Indonesia. Tenhr kita 
berharap agar proses pcrsidangan MPL 
dapat bcrjalan dengan fair, impartial dun 
I ranspar-an dan pengembalian asset eger.1 
dapat tlilakukan. 

*) Panulis adalah Dosan Fakultaa Hukum 
Universitas Surabaya 


